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ABSTRAK  

Kualitas pelayanan publik dapat terlihat dari kinerja instansi pemerintah dalam 

melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Persoalan yang kemudian timbul terkait 

hal ini terletak pada kinerja instansi sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-

masing.  Salah satunya adalah pada instansi yang mengurusi administrasi 

kependudukan. Sering terjadi persoalan dikarenakan ketidakjelasan syarat, prosedur 

dan jangka waktu pembuatan data kependudukan. Metode dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan studi kepustakaan dan wawancara kepada pihak terkait. Masalah yang 

timbul terkait pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Halmahera utara 

yaitu sarana prasarana yang kurang memadai. Sarana prasarana yang kurang memadai 

menyebabkan semua pengurusan administrasi kependudukan dilakukan hanya di Kota 

Tobelo sebagai ibu kota kabupaten. Pegawai yang melakukan pelayanan juga sangat 

terbatas  yaitu hanya 31 petugas yang melayani sekitar lebih dari 100.000 penduduk, 

dan hanya terdapat dua alat yang berfungsi untuk melakukan pembuatan E-KTP.  

Selain sarana prasarana yang kurang memadai, faktor penghambat pelayanan 

administrasi kependudukan di Kabupaten Halmahera Utara juga dikarenakan Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas, 

serta partisipasi masyarakat yang minim dalam menopang peningkatan kualitas 

pelayanan publik. Pentingnya kebijakan publik dari dinas terkait, dalam hal ini Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara diperlukan agar 

kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik. Dinas terkait harus menyiapkan dan 

memberikan pelatihan kepada para petugas pelayanan sehingga baik dari segi kuantitas 

maupun kualitas para petugas pelayanan mampu memberikan kepuasan kepada 

masyarakat. Peran serta partisipasi aktif masyarakat juga sangat dibutuhkan  dalam 

memberikan saran dan kritik kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Halmahera Utara yang diharapkan berdampak pada pelayanan publik yang 

lebih optimal. 

 

Kata kunci: pelayanan publik, administrasi kependudukan, kebijakan publik  
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The quality of public services can be seen from the performance of the government 

institutions  in carrying out services to the community. Problems that then arise and are 

related to this matter in the performance of the institution by their respective duties and 

authorities. One of them is the institution who is in charge of the demographic 

administration. Problems often occur due to unclear terms, procedures and the period 

of time for making the demographic’s data. The method in this research is using 

literature study and interviews with related stakeholders. Problems that arise related to 

demographic administration services in North Halmahera Regency are inadequate 

infrastructure facilities. Inadequate infrastructure means that all demographic 

administration arrangements are carried out only in Tobelo City as the capital. Staff 

who provide services are also very limited, only 31 officers who serve around more 

than 100,000 residents, and there are only two tools that can be used to make the ID 

card. In addition to inadequate infrastructure, the inhibiting factor for demographic 

administration services in North Halmahera Regency is also due to inadequate Human 

Resources (HR) both in terms of quantity and quality, as well as the minimal 

community participation in supporting the improvement of the quality of public 

services. The importance of public policies from the related institutions, in this case is 

the Department of Population and Civil Registration of North Halmahera Regency, is 

needed so that the quality of public services is getting better. The related institution 

must prepare and provide training to the officers so that both in terms of quantity and 

quality of services, officers can provide satisfaction to the community. The active 

participation of the community is also very much needed in providing suggestions and 

criticisms to the Department of Population and Civil Registration of North Halmahera 

Regency which is expected to have an impact on the optimization of the public services. 

 

Keywords: public services, demographic administration, public policy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


